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WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

Menimbang: a.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu

program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir

Selatan adalah penanganan Gizi Buruk dan Stunting;
b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah
Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 — 2021)

pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader

Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan

stunting;
Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra

pemerintah  Nagariyang diperlukan keberadaannya
dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan
stunting;

d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi
di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat

Scanned by TapScanner



menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan

pembangunan kualitas sumber daya masyarakat:

e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang
bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan
pada 1,000 hari pertama kehidupan;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, ¢, d dan huruf e , maka
perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bukit Buai
Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader

Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi
hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1)
berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);
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